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Abstract : This research analyzes the role of Pancasila in criminal law reform in Indonesia, particularly in 
relation to corruption and terrorism. Using a normative juridical approach and qualitative analysis of 
regulations, court decisions, and scientific literature, this research also applies the case study method. Data was 
collected through official documents and interviews with legal experts and law enforcement. The results revealed 
a gap between Pancasila values and existing legal practices, with challenges especially in fair law enforcement. 
The research highlights the need for community participation and strengthening the integrity of public officials 
for successful reform, as well as the importance of a holistic approach that includes legal education and 
continuous policy evaluation 
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Abstrak : Penelitian ini menganalisis peran Pancasila dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya 
terkait korupsi dan terorisme. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap 
peraturan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah, penelitian ini juga menerapkan metode studi kasus. Data 
dikumpulkan melalui dokumen resmi dan wawancara dengan pakar hukum serta penegak hukum. Hasil penelitian 
mengungkapkan adanya kesenjangan antara nilai Pancasila dan praktik hukum yang ada, dengan tantangan 
terutama dalam penegakan hukum yang adil. Penelitian menyoroti perlunya partisipasi masyarakat dan penguatan 
integritas pejabat publik untuk keberhasilan reformasi, serta pentingnya pendekatan holistik yang mencakup 
pendidikan hukum dan evaluasi kebijakan berkelanjutan 
 
Kata Kunci : Ideologi Pancasila, Keadilan Sosial, Moralitas 
 

1. LATAR BELAKANG 

Reformasi hukum pidana merupakan bagian penting dari upaya negara untuk 

memperkuat supremasi hukum, menjamin keadilan, dan menjaga ketertibaan umum. Di 

Indonesia, yang berdiri di atas prinsip Pancasila, setiap langkah reformasi hukum pidana, 

harus mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila sebagai panduan etis dan normatif. Pancasila, sebagai ideologi negara, bukan 

hanya berfunngsi sebagai dasar filosofi dalam kehidupan berbangsa dan benegara, tetapi 

juga sebagai fondasi utama dalam pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum di 

Indonesia,termasuk dalam konteks penanggulangan tindak pidana korupsi dan terorisme, 
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dua kejahatan yang menjadi ancaman serius bagi stabilitas negara dan kesejahteraan 

masyarakat.  

Korupsi, sebagai kejahatan yang merusak tatanan moral, ekonomi, dan politik, 

telah lama menjadi masalah yang menggerogoti fondasi pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. Korupsi tidak hanya menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi 

negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah ketidaksetaraan sosial-

ekonomi. Dalam menghadapi tantangan ini, penerapan Pancasila sebagai landasan 

ideologis dalam reformasi hukum pidana menjadi sangat penting. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial, 

harus menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan 

mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk memberantas korupsi secara efektif . 

Misalnya, sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," 

menuntut bahwa setiap upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada hukuman 

bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan masyarakat, serta pemulihan 

kepercayaan publik . 

Selain itu, terorisme yang semakin meningkat baik secara global maupun lokal 

menuntut penanganan yang tidak hanya keras, tetapi juga cermat. Kebijakan yang diambil 

harus memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan baru yang tercipta atau ketegangan sosial 

yang semakin meningkat. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," 

mengajarkan penghormatan terhadap agama dan kepercayaan sebagai salah satu hak asasi 

manusia yang mendasar. Dalam konteks penanggulangan terorisme, pendekatan yang 

berlandaskan sila pertama ini harus memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengarah 

pada diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu, dan setiap langkah yang diambil 

harus menghormati hak asasi manusia sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban 

umum.                                                                                                                      

Lebih jauh, reformasi hukum pidana di Indonesia yang berlandaskan pada 

Pancasila juga harus memperhatikan aspek kebhinekaan, yang menjadi salah satu pilar 

utama negara. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menuntut bahwa setiap kebijakan hukum 

harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan sebaliknya. Dalam 

penanggulangan korupsi dan terorisme, kebijakan yang diskriminatif atau yang tidak 

mempertimbangkan keragaman sosial, etnis, dan agama di Indonesia dapat menimbulkan 

perpecahan dan memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil, 

transparan, dan inklusif adalah kunci dalam memastikan bahwa upaya pemberantasan 

kejahatan berat ini tidak hanya berhasil secara hukum, tetapi juga secara sosial dan politik. 
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Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam reformasi hukum 

pidana yang berlandaskan Pancasila. Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menekankan pentingnya 

pendekatan yang partisipatif dan deliberatif dalam proses pengambilan kebijakan hukum. 

Reformasi hukum pidana, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi dan terorisme, 

harus melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang penting. Partisipasi 

masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat pengawasan terhadap 

pelaksanaan hukum, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas.  Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam 

pengawasan terhadap penegakan hukum juga dapat menjadi alat untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan memastikan transparansi 

dalam setiap tahap proses hukum. 

Dengan pendekatan ini, reformasi hukum pidana yang berlandaskan Pancasila 

bukan hanya tentang menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman, tetapi 

juga memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai 

kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Integrasi 

nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek reformasi hukum, mulai dari perumusan kebijakan, 

penyusunan peraturan, hingga implementasi dan penegakan hukum di lapangan, sangat 

penting. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga 

kekuatan pendorong nyata dalam menciptakan sistem hukum yang adil, beradab, dan 

demokratis.  

Namun, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam reformasi hukum 

pidana di Indonesia juga tidak dapat diabaikan. Perbedaan interpretasi terhadap Pancasila, 

serta kecenderungan formalistik dalam penerapan hukum, sering kali menjadi hambatan 

dalam mewujudkan reformasi hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk menguatkan pemahaman 

yang benar dan mendalam tentang Pancasila di kalangan pembuat kebijakan, aparat 

penegak hukum, dan masyarakat luas. Edukasi dan sosialisasi tentang Pancasila sebagai 

landasan ideologi negara perlu terus dilakukan agar setiap kebijakan hukum yang diambil 

benar-benar selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.  

Dengan menghadapi tantangan global dan lokal yang semakin kompleks, seperti 

korupsi dan terorisme, reformasi hukum pidana di Indonesia harus selalu merujuk kepada 

Pancasila sebagai pondasi ideologisnya. Dengan demikian, hukum pidana yang diterapkan 

tidak hanya efektif dalam menanggulangi kejahatan, tetapi juga adil, manusiawi, dan 
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berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan yang telah menjadi warisan luhur bangsa 

Indonesia. Hanya dengan pendekatan ini, reformasi hukum pidana di Indonesia dapat 

mencapai tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, 

yang sesuai dengan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus 

pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah untuk 

mengevaluasi peran Pancasila dalam reformasi hukum pidana terkait tindak pidana korupsi 

dan terorisme di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah metode penelitian yang 

digunakan: 

a. Pendekatan Yuridis Normatif   

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk 

menganalisis dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan 

dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini mencakup studi terhadap peraturan 

perundang-undangan terkait hukum pidana, peraturan anti-korupsi, dan undang-

undang anti-terorisme.  

b. Studi Kasus   

Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi penerapan Pancasila 

dalam reformasi hukum pidana melalui analisis kasus-kasus besar yang melibatkan 

korupsi dan terorisme. Studi kasus ini membantu mengidentifikasi bagaimana 

prinsip-prinsip Pancasila diterapkan dalam kasus konkret dan menilai efektivitas 

kebijakan hukum pidana yang ada.  

c. Analisis Kualitatif   

Data dikumpulkan melalui analisis kualitatif terhadap dokumen resmi, 

putusan pengadilan, dan laporan dari lembaga penegak hukum serta publikasi 

akademik. Data ini meliputi keputusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi dan 

terorisme, serta laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).  

d. Wawancara Mendalam   

Wawancara mendalam dilakukan dengan pakar hukum, penegak hukum, dan 

pejabat pemerintahan yang berkompeten untuk mendapatkan wawasan langsung 

mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan praktik hukum 
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pidana. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai 

tantangan dan hambatan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila.  

e. Analisis Data   

Data yang diperoleh dari studi kasus, dokumen resmi, dan wawancara 

dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi pola-pola penerapan nilai Pancasila dalam reformasi hukum pidana 

serta untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada telah memenuhi prinsip-

prinsip tersebut.  

f. Evaluasi Literatur   

Penelitian ini juga melibatkan kajian terhadap literatur ilmiah dan publikasi 

akademik dari jurnal internasional yang relevan, terutama yang diterbitkan dalam 

lima tahun terakhir. Literatur ini digunakan untuk mendukung analisis dan 

memberikan konteks tambahan mengenai tren dan praktik terbaru dalam reformasi 

hukum pidana yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pancasila sebagai fondasi ideologi negara Indonesia memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam menentukan arah dan kebijakan hukum pidana, terutama dalam 

menangani tindak pidana korupsi dan terorisme. Sebagai ideologi yang mengandung nilai-

nilai dasar kehidupan berbangsa, Pancasila mengharuskan setiap kebijakan dan regulasi 

yang dikeluarkan oleh negara untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Dalam konteks reformasi hukum pidana, nilai-nilai ini menjadi sangat 

penting untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk 

menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki tatanan sosial dan memperkuat 

integritas nasional. 

 

Korupsi dan Tantangan reformasi Reformasi Hukum Pidana  

Korupsi di Indonesia telah lama diakui sebagai ancaman serius bagi pembangunan 

nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan, mulai dari pembentukan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga penerapan hukum yang lebih ketat, sering 

kali menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi politik dan kelemahan dalam 

penegakan hukum.  Reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila harus 

mampu menjawab tantangan ini dengan cara yang komprehensif. Prinsip-prinsip keadilan 
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sosial dan kemanusiaan dalam Pancasila mengharuskan adanya perlindungan terhadap 

hak-hak masyarakat luas, terutama dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. 

Selain itu, asas persatuan mengharuskan adanya kebijakan hukum yang bersifat inklusif 

dan dapat diterima oleh seluruh lapisan Masyarakat.  

Pendekatan yang berbasis pada Pancasila juga menggarisbawahi pentingnya 

pencegahan sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, pendidikan 

antikorupsi dan penguatan integritas di kalangan pejabat publik menjadi sangat krusial. 

Upaya ini sejalan dengan nilai Pancasila yang menekankan pentingnya pembangunan 

karakter bangsa yang berlandaskan pada moralitas dan etika.  Sebagai contoh, penerapan 

prinsip gotong royong dalam kehidupan bernegara dapat memperkuat partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi, sehingga 

menciptakan lingkungan yang lebih 

 

Penguatan peraturan Anti-Korupsi  

Penguatan peraturan anti-korupsi adalah langkah penting dalam reformasi hukum 

pidana. Undang-undang anti-korupsi yang baru diimplementasikan mencakup perubahan 

penting dalam hal penambahan sanksi dan penguatan mekanisme transparansi.  perubahan 

ini mencakup penetapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi, perbaikan 

prosedur pelaporan, dan peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara.  

Peraturan yang lebih ketat bertujuan untuk meningkatkan efek jera dan mengurangi 

peluang untuk praktek-praktek korupsi. Selain itu, reformasi hukum pidana harus 

mencakup peningkatan kemampuan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam 

penegakan hukum, seperti KPK, untuk memastikan bahwa mereka memiliki wewenang 

dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus korupsi secara efektif.  

 

Penguatan KPK dan Lembaga Penegak Hukum 

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah elemen kunci dari 

reformasi hukum pidana. Dalam lima tahun terakhir, ada upaya untuk memperkuat KPK 

melalui peningkatan wewenang, fasilitas, dan kapasitas sumber daya manusia. reformasi 

ini mencakup peningkatan fasilitas, pelatihan, dan wewenang penyidikan untuk 

mempercepat proses penegakan hukum. Penguatan KPK bertujuan untuk memastikan 

bahwa lembaga ini dapat secara efektif melawan praktek-praktek korupsi di berbagai 

sektor.  
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Upaya ini juga melibatkan peningkatan kerjasama antara KPK dengan lembaga 

penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan bahwa 

penanganan kasus-kasus korupsi dilakukan secara terpadu dan efektif. Koordinasi yang 

baik antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mencegah tumpang tindih dan 

meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.  

 

Perbaikan Mekanisme Pelaporan dan Transparansi 

Perbaikan mekanisme pelaporan dan transparansi adalah aspek penting dari 

reformasi hukum pidana terhadap korupsi. Ini menekankan pentingnya melibatkan 

masyarakat dalam pelaporan kasus korupsi dan memastikan bahwa laporan-laporan 

tersebut ditangani secara profesional dan transparan. Mekanisme pelaporan yang baik 

dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah korupsi lebih awal, serta meningkatkan 

akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah.Reformasi hukum pidana juga harus 

mencakup peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan dana 

publik.  

 

Pendidikan dan Kesadaran Publik 

Pendidikan dan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi juga merupakan bagian 

dari reformasi hukum pidana.  Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 

tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas dalam sektor publik dapat membantu 

menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Program-program edukasi yang melibatkan 

berbagai elemen masyarakat, termasuk sektor pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, 

penting untuk membangun kesadaran dan mempromosikan nilai-nilai integritas. 

 

Pancasila sebagai landasan ideologi dalam reformasi hukum pidana  

Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, memiliki peran fundamental dalam 

menentukan arah dan substansi reformasi hukum pidana. Sebagai dasar negara, Pancasila 

menawarkan nilai-nilai filosofis yang membentuk kerangka kerja hukum pidana yang 

berfokus pada keadilan, moralitas, dan integritas.  Reformasi hukum pidana yang 

dilakukan dengan berpijak pada prinsip-prinsip Pancasila bertujuan untuk menciptakan 

sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum tetapi juga sesuai dengan 

nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat. 

 

  



 
 

Pancasila sebagai Fondasi Ideologi dalam Reformasi Hukum  
Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme 

 
 

223 PRESIDENSIAL - VOLUME 1, NO. 3, SEPTEMBER 2024 

 

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa  

Sila pertama, menekankan pentingnya integritas moral dan etika dalam setiap 

aspek kehidupan berbangsa, termasuk dalam sistem hukum pidana. Dalam konteks 

reformasi hukum pidana, prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan 

undang-undang dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, seperti 

kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma etika. Reformasi hukum pidana yang 

mengintegrasikan nilai-nilai ini berupaya untuk mengatasi praktek-praktek korupsi dan 

penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.  

Penerapan prinsip ketuhanan dalam hukum pidana berarti bahwa undang-undang 

harus dirancang untuk menegakkan standar moral yang tinggi dan menciptakan sistem 

peradilan yang bersih dan transparan. Ini termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap 

pelanggar hukum serta perlunya etika dan moralitas dalam setiap tindakan hukum. 

Reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak 

diskriminatif, mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap keputusan 

dan kebijakan hukum.  

 

Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Sila kedua Pancasila, menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak 

asasi manusia dan perlunya keadilan dalam penegakan hukum. Dalam reformasi hukum 

pidana, prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum dilakukan dengan 

menghormati hak-hak individu dan dilakukan secara adil dan beradab. Ini mencakup 

perlindungan hak-hak pelapor dan korban, serta memastikan bahwa proses hukum 

dilakukan dengan transparansi dan keadilan.  

Reformasi hukum pidana harus melibatkan penguatan mekanisme perlindungan 

hak asasi manusia dan penyediaan akses yang adil terhadap keadilan. Ini berarti bahwa 

sistem hukum pidana harus dirancang untuk melindungi hak-hak dasar individu, mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam 

proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil.  

 

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia 

Sila ketiga, menekankan pentingnya menjaga integritas dan kesatuan nasional. 

Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini mengarahkan reformasi untuk memperkuat 

kerjasama antar lembaga penegak hukum dan mencegah perpecahan yang dapat timbul 

akibat ketidakstabilan hukum. Reformasi hukum pidana harus menciptakan kerangka kerja 
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yang memfasilitasi koordinasi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan 

lembaga pengawas, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan harmonis. 

Reformasi hukum pidana harus mencakup peningkatan koordinasi antara lembaga-

lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan bahwa tindakan hukum 

dilakukan secara terpadu dan efektif.  Ini termasuk membangun mekanisme komunikasi 

dan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, 

serta memastikan bahwa kebijakan hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh 

bangsa.  

 

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan 

Sila keempat Pancasila, menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam 

pembuatan kebijakan hukum. Reformasi hukum pidana harus melibatkan masyarakat 

dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan 

hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus korupsi dan 

terorisme sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif dan akuntabel. 

Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum tidak hanya meningkatkan transparansi 

tetapi juga membantu dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana. Reformasi hukum 

pidana harus memastikan bahwa ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk 

terlibat secara aktif dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan hukum.  

 

Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Sila kelima Pancasila, menekankan pada pencapaian keadilan sosial dan 

pengurangan kesenjangan. Reformasi hukum pidana harus bertujuan untuk memperbaiki 

sistem peradilan agar lebih adil dan merata, serta memastikan bahwa kebijakan hukum 

tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi seluruh rakyat. 

Reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat 

mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum dan bahwa kebijakan hukum 

tidak menciptakan atau memperburuk ketidakadilan sosial. Ini termasuk memastikan 

bahwa hukum diterapkan secara adil, mengatasi ketidakadilan yang ada, dan menciptakan 

sistem peradilan yang inklusif dan merata . 
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Terorisme dan Implementasi Nilai Pancasila dalam Hukum Pidana 

Terorisme, sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, juga menuntut adanya 

reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi 

terorisme, hukum pidana tidak hanya dituntut untuk tegas dan efektif dalam menindak 

pelaku, tetapi juga harus mampu menangani akar masalah yang menyebabkan radikalisasi.  

Pendekatan yang terlalu represif tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dapat 

berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yang lebih merugikan, seperti munculnya 

kebencian dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.  

Pancasila menawarkan solusi melalui pendekatan yang menekankan pada 

keseimbangan antara tindakan preventif dan kuratif. Prinsip kemanusiaan yang adil dan 

beradab mengharuskan negara untuk mengedepankan upaya deradikalisasi dan reintegrasi 

sosial bagi para mantan pelaku terorisme. Selain itu, asas persatuan dalam Pancasila 

mengajarkan pentingnya memelihara kerukunan antarumat beragama dan 

mempromosikan dialog sebagai cara untuk mencegah radikalisasi lebih lanjut.  Dengan 

demikian, kebijakan penanggulangan terorisme yang didasarkan pada Pancasila tidak 

hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif, dengan fokus pada penguatan identitas 

nasional dan kohesi sosial. 

 

Pancasila sebagai Paradigma dalam Reformasi Hukum Pidana 

Pancasila sebagai fondasi ideologi negara Indonesia memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam menentukan arah dan kebijakan hukum pidana, terutama dalam 

menangani tindak pidana korupsi dan terorisme. Sebagai ideologi yang mengandung nilai-

nilai dasar kehidupan berbangsa, Pancasila mengharuskan setiap kebijakan dan regulasi 

yang dikeluarkan oleh negara untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi, dan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Dalam konteks reformasi hukum pidana, nilai-nilai ini menjadi sangat 

penting untuk memastikan bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk 

menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki tatanan sosial dan memperkuat 

integritas nasional.  

1) Korupsi dan Tantangan Reformasi Hukum Pidana 

Korupsi di Indonesia telah lama diakui sebagai ancaman serius bagi 

pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan, 

mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga penerapan 

hukum yang lebih ketat, sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi 
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politik dan kelemahan dalam penegakan hukum.  Reformasi hukum pidana yang 

berlandaskan pada Pancasila harus mampu menjawab tantangan ini dengan cara yang 

komprehensif. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan dalam Pancasila 

mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat luas, terutama dari 

kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi. Selain itu, asas persatuan 

mengharuskan adanya kebijakan hukum yang bersifat inklusif dan dapat diterima oleh 

seluruh lapisan Masyarakat.  

Pendekatan yang berbasis pada Pancasila juga menggarisbawahi pentingnya 

pencegahan sebagai bagian integral dari pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, 

pendidikan antikorupsi dan penguatan integritas di kalangan pejabat publik menjadi 

sangat krusial. Upaya ini sejalan dengan nilai Pancasila yang menekankan pentingnya 

pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan pada moralitas dan etika.  Sebagai 

contoh, penerapan prinsip gotong royong dalam kehidupan bernegara dapat 

memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana 

korupsi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.  

a) Penguatan Peraturan Anti-Korupsi 

Penguatan peraturan anti-korupsi adalah langkah penting dalam reformasi hukum 

pidana. Undang-undang anti-korupsi yang baru diimplementasikan mencakup 

perubahan penting dalam hal penambahan sanksi dan penguatan mekanisme 

transparansi.  perubahan ini mencakup penetapan hukuman yang lebih berat bagi 

pelaku korupsi, perbaikan prosedur pelaporan, dan peningkatan pengawasan 

terhadap pengelolaan anggaran negara.  Peraturan yang lebih ketat bertujuan 

untuk meningkatkan efek jera dan mengurangi peluang untuk praktek-praktek 

korupsi. Selain itu, reformasi hukum pidana harus mencakup peningkatan 

kemampuan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan 

hukum, seperti KPK, untuk memastikan bahwa mereka memiliki wewenang dan 

sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus korupsi secara efektif.  

b) Penguatan KPK dan Lembaga Penegak Hukum 

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah elemen kunci dari 

reformasi hukum pidana. Dalam lima tahun terakhir, ada upaya untuk 

memperkuat KPK melalui peningkatan wewenang, fasilitas, dan kapasitas 

sumber daya manusia. reformasi ini mencakup peningkatan fasilitas, pelatihan, 

dan wewenang penyidikan untuk mempercepat proses penegakan hukum. 
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Penguatan KPK bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat secara 

efektif melawan praktek-praktek korupsi di berbagai sektor.  

Upaya ini juga melibatkan peningkatan kerjasama antara KPK dengan lembaga 

penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memastikan 

bahwa penanganan kasus-kasus korupsi dilakukan secara terpadu dan efektif. 

Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mencegah 

tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.  

c) Perbaikan Mekanisme Pelaporan dan Transparansi 

Perbaikan mekanisme pelaporan dan transparansi adalah aspek penting dari 

reformasi hukum pidana terhadap korupsi. Ini menekankan pentingnya 

melibatkan masyarakat dalam pelaporan kasus korupsi dan memastikan bahwa 

laporan-laporan tersebut ditangani secara profesional dan transparan. Mekanisme 

pelaporan yang baik dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah korupsi 

lebih awal, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga 

pemerintah.Reformasi hukum pidana juga harus mencakup peningkatan 

transparansi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan dana publik.  

d) Pendidikan dan Kesadaran Publik 

Pendidikan dan kesadaran publik mengenai bahaya korupsi juga merupakan 

bagian dari reformasi hukum pidana.  Upaya untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas dalam sektor 

publik dapat membantu menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat. Program-

program edukasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sektor 

pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, penting untuk membangun kesadaran 

dan mempromosikan nilai-nilai integritas.  

2) Pancasila sebagai Landasan Ideologi dalam Reformasi Hukum Pidana 

Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, memiliki peran fundamental 

dalam menentukan arah dan substansi reformasi hukum pidana. Sebagai dasar negara, 

Pancasila menawarkan nilai-nilai filosofis yang membentuk kerangka kerja hukum 

pidana yang berfokus pada keadilan, moralitas, dan integritas.  Reformasi hukum 

pidana yang dilakukan dengan berpijak pada prinsip-prinsip Pancasila bertujuan untuk 

menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum tetapi 

juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat.  
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 Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa 

Sila pertama, menekankan pentingnya integritas moral dan etika dalam setiap 

aspek kehidupan berbangsa, termasuk dalam sistem hukum pidana. Dalam 

konteks reformasi hukum pidana, prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk 

mengembangkan undang-undang dan kebijakan yang mencerminkan nilai-

nilai ketuhanan, seperti kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma 

etika. Reformasi hukum pidana yang mengintegrasikan nilai-nilai ini berupaya 

untuk mengatasi praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang 

merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.  

penerapan prinsip ketuhanan dalam hukum pidana berarti bahwa undang-

undang harus dirancang untuk menegakkan standar moral yang tinggi dan 

menciptakan sistem peradilan yang bersih dan transparan . Ini termasuk 

penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum serta perlunya etika 

dan moralitas dalam setiap tindakan hukum. Reformasi hukum pidana harus 

memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, 

mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap keputusan 

dan kebijakan hukum.  

 Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Sila kedua Pancasila, menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap 

hak asasi manusia dan perlunya keadilan dalam penegakan hukum. Dalam 

reformasi hukum pidana, prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum 

dilakukan dengan menghormati hak-hak individu dan dilakukan secara adil 

dan beradab. Ini mencakup perlindungan hak-hak pelapor dan korban, serta 

memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan transparansi dan keadilan.  

Reformasi hukum pidana harus melibatkan penguatan mekanisme 

perlindungan hak asasi manusia dan penyediaan akses yang adil terhadap 

keadilan. Ini berarti bahwa sistem hukum pidana harus dirancang untuk 

melindungi hak-hak dasar individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, 

dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum 

mendapatkan perlakuan yang adil.  

 Sila Ketiga: Persatuan Indonesia 

Sila ketiga, menekankan pentingnya menjaga integritas dan kesatuan nasional. 

Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini mengarahkan reformasi untuk 
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memperkuat kerjasama antar lembaga penegak hukum dan mencegah 

perpecahan yang dapat timbul akibat ketidakstabilan hukum. Reformasi 

hukum pidana harus menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi 

koordinasi antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan 

lembaga pengawas, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan 

harmonis. 

Reformasi hukum pidana harus mencakup peningkatan koordinasi antara 

lembaga-lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan bahwa 

tindakan hukum dilakukan secara terpadu dan efektif.  Ini termasuk 

membangun mekanisme komunikasi dan kerjasama yang kuat antara berbagai 

pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, serta memastikan bahwa 

kebijakan hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh bangsa.  

 Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan 

Sila keempat Pancasila, menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam 

pembuatan kebijakan hukum. Reformasi hukum pidana harus melibatkan 

masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan untuk 

memastikan bahwa kebijakan hukum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. 

 Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus korupsi 

dan terorisme sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif 

dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum tidak hanya 

meningkatkan transparansi tetapi juga membantu dalam mendeteksi dan 

mencegah tindak pidana. Reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa 

ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif 

dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan hukum.  

 Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Sila kelima Pancasila, menekankan pada pencapaian keadilan sosial dan 

pengurangan kesenjangan. Reformasi hukum pidana harus bertujuan untuk 

memperbaiki sistem peradilan agar lebih adil dan merata, serta memastikan 

bahwa kebijakan hukum tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi 

seluruh rakyat. 
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Reformasi hukum pidana harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat 

mendapatkan perlindungan yang setara di hadapan hukum dan bahwa 

kebijakan hukum tidak menciptakan atau memperburuk ketidakadilan sosial. 

Ini termasuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, mengatasi 

ketidakadilan yang ada, dan menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan 

merata. 

 

Terorisme dan Implementasi Nilai Pancasila dalam Hukum Pidana 

Terorisme, sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, juga menuntut adanya 

reformasi hukum pidana yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi 

terorisme, hukum pidana tidak hanya dituntut untuk tegas dan efektif dalam menindak 

pelaku, tetapi juga harus mampu menangani akar masalah yang menyebabkan radikalisasi.  

Pendekatan yang terlalu represif tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dapat 

berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yang lebih merugikan, seperti munculnya 

kebencian dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.  

Pancasila menawarkan solusi melalui pendekatan yang menekankan pada 

keseimbangan antara tindakan preventif dan kuratif. Prinsip kemanusiaan yang adil dan 

beradab mengharuskan negara untuk mengedepankan upaya deradikalisasi dan reintegrasi 

sosial bagi para mantan pelaku terorisme. Selain itu, asas persatuan dalam Pancasila 

mengajarkan pentingnya memelihara kerukunan antarumat beragama dan 

mempromosikan dialog sebagai cara untuk mencegah radikalisasi lebih lanjut.  Dengan 

demikian, kebijakan penanggulangan terorisme yang didasarkan pada Pancasila tidak 

hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif, dengan fokus pada penguatan identitas 

nasional dan kohesi sosial.  

Sebagai dasar dari reformasi hukum pidana, Pancasila harus diterjemahkan ke 

dalam kebijakan dan peraturan yang konkret. Hal ini mencakup pembuatan undang-

undang yang secara eksplisit mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikan 

prinsip-prinsip tersebut ke dalam setiap aspek hukum pidana, mulai dari tahap pencegahan 

hingga penegakan hukum.  Dalam kerangka ini, penting untuk memastikan bahwa setiap 

elemen dalam sistem peradilan pidana, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, memiliki 

pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan mampu mengimplementasikannya 

dalam tugas-tugas mereka.  
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Penting juga untuk menciptakan mekanisme kontrol dan evaluasi yang memastikan 

bahwa penerapan hukum pidana tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pengawasan yang lebih ketat dari lembaga-lembaga negara dan 

partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, reformasi 

hukum pidana yang berlandaskan pada Pancasila tidak hanya akan meningkatkan 

efektivitas pemberantasan korupsi dan terorisme, tetapi juga akan memperkuat fondasi 

demokrasi dan negara hukum di Indonesia. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pancasila menyediakan kerangka yang tidak hanya berfokus pada aspek 

penindakan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi, yang semuanya 

bertujuan untuk memperkuat keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta 

persatuan nasional.  Melalui pendekatan ini, hukum pidana dapat berfungsi lebih efektif 

dalam menangani kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme dengan cara yang 

lebih holistik dan berkelanjutan.  

Dalam konteks pemberantasan korupsi, reformasi hukum pidana yang 

berlandaskan Pancasila harus mampu menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, 

serta menanamkan nilai-nilai moral yang kuat di kalangan pejabat publik dan masyarakat 

luas.  Sementara itu, dalam penanggulangan terorisme, Pancasila memberikan pedoman 

untuk mengedepankan upaya deradikalisasi dan mencegah radikalisasi melalui pendidikan 

dan penguatan identitas kebangsaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keamanan 

dan stabilitas nasional.  

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam reformasi hukum pidana 

akan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat penindakan, tetapi juga 

instrumen yang memelihara keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik, 

serta antara keadilan dan kemanusiaan.  Dengan demikian, reformasi hukum pidana yang 

berlandaskan Pancasila bukan hanya sebuah keharusan ideologis, tetapi juga strategi yang 

efektif dalam menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi 

Indonesia. 
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